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Abstract : Institutional spacecraft Community Based Social Welfare (WKSBM) has amounted to 
eight thousand in Indonesia that spread in various  villages and village located  in Indonesia. This  
is the institutions WKSBM Drun rembug centers and efforts for various program activities institu- 
tions that have found social advance in both the rural social order of the pure form of residents of 
local villages or village or at the instigation and government facilities. To realize variations larger 
programs and equitable to the members is required WKSBM the birth of a great arcade form 
dilakukannnya the WKSBM the various activities of the institutions which became members. 
Arcade was named the center of social welfare (Puskesos). lf a member is the messenger  WKSBM 
/ representatives of all institutions that have existed, while the members consisted of members 
Puskesos and if necessary WKSBM added from each of the supporting institutions.  Thus  the 
social institutions which have rural local wisdom and even the more robust, dynamic, and inte- 
grated in the activities. On this basis, the village government or urban villages in developing 
stronger development of its citizens. As propsisi hypothesis "the whole Puskesos in WKSBM and 
mendistribisikan efforts and programs to its members will be more robust rural social security- 
related". How the process can be followed in  the description of this    article. 

Keyword : center for social walfare, social institution, social capital, social resillience in village. 

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) terdiri dari ± 17.000 pulau yang 
terbentuk dari 34 Provinsi dan didukung 
oleh 450 Kabupeten dan Kota serta 
disangga dengan ± 3600 Keca matan 
sembari diperk ua t ± 36.000 Desa dan 
Kelurahan. Di dalam ini tersimpan potensi 
besar yaitu ± 441 Suku Bangsa dengan ± 
553 rumpun bahasa yang menjadi  akar 
Ba hasa Indonesia (Melalatoa, 1995). 
Kekuatan Persatuan Bangsa kita merupakan 
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rajutan kesatuan-kesatuan yang terdapat 
pad a Suku-Suku Bangsa ini sehingga 
bernama NKRI. Ketika kesatuan-kesatuan 
ini terguncang seperti pada bencana sosial 
berupa kerusuhan tahun 1998 hingga tahun 
2003 walau pun hanya Aceh, Sambas, 
Sampit, Ambon, Ternate dan Sekitarnya, 
serta Poso, keamanan dan ekonomi serta 
kerukunan Indonesia cuku p rentan. 
Sebeliknya ketika pranata-pranata yang 
terdapat d i masing-masing Suku-Suku 
Bangsa tersebut menguasai kembali 
karifan lokal mereka, dibantu 
kesadaran, tanggungjawab      dan      
kendali      d iri 
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pemerintah, kegalauan itu dapat dipulihkan 
secara berangsur-angsu r. Berlatar 
fenomena ini dalam upaya pembangunan 
negara seyogianya diutamakan (deretan 
prioritas  terdepan  bukan  suplemen  atau 
k omplemen) pember dayaan pranata- 
pranata masyarakat desa dan kelurahan 
melahirkan keorganisasian kolektif. Dapat 
diberi nama Wahana Kesejahteraan Sosial 
Berbasis Masyarak at (WKSBM) yang 
jumlah dan mutunya terus didorong dan 
dibimbing. Ber fungsi menjadi sentra 
koordinasi dan konsultasi need assesment 
sampai pada peny usunan program. 
Kemudian diperkokoh sanggar kegiatan 
promotif, edukatif dan produktif di 
pelbagai bidang kehidu pan. Sanggar 
tersebu t bisa diberi nama Pusat 
Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). Pusat ini 
mengaktualkan program pemberdayaan 
masyarakat dalam kegiatan agama, ilmu 
pengetahuan, teknologi, ekonomi, 
keorganisasian sosial, pembinaan bahasa 
dan komunikasi serta kesenian. Penguatan 
pranata lokal ini di samping penumbuhan 
pranata bentukan pemerintah, bertujuan 
mengantar war ga masyarakat berperan 
kompetitif meraih akses transformasi 
kehidupan dari lokal, regional, nasional 
hingga internasional (Tumanggor Cs, 2004: 
35-45).

II. CIRI-CIRI PERDESAAN DAN
MODAL SOSIAL BAGI LATAR
PEMBERDAYAAN PUSKESOS

1. Kebutuhan   sosial  ( Sosial Needs)
Kebutuhan sosial merupakan suatu

keadaan dimana kualitas hidup minimal 
seyogianya dipenuhi dan apabila  standar 
itu tidak tercapai berarti terjadi masalah 
sosial. Syahrir rrienya takan bahwa 
kebutuha n pokok pada rumah tangga 
mencakup: kesehatan, pendidikan, pangan, 
persediaan air, angka kematian bayi, dan 
sanitasi (Sutomo 2006: 360); Sementara itu 
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Sumardi dan Evers (1982) mengemukakan 
kebutuhan dasar manusia meliputi: 
makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, 
pendidikan, transportasi, partisipasi sosial, 
perabotan dasar rumah tangga, lapangan 
pekerjaan dengan upah yang sesuai dengan 
jam kerja, rekreasi,  tabungan hari  tua. 

Kebu tu han sosial dari segi 
kewilayahan adalah terdapatnya lahan 
sumber ekonomi masyarakat, sarana dan 
prasarana: jalan, k omunik asi serta 
penerangan, pasar, agama, pend idikan, 
kesehatan, air bersih, kebuday aan, 
manajemen pemerintahan setampat. 

Kebutuhan sosial dari segi modal 
sosial dasar terjadinya pertumbuhan dan 
perkembangan kearifan dan pranata lokal 
dalam pembanguna n masyar akat, 
terdapatnya keamanan, kesejah teraan 
kehidu pan sesama yang setara secara 
proporsional, tertanganinya kehidupan 
lanjut usia, putus sekolah, anak nakal, 
gelandangan, anak terlibat narkoba/ napza, 
anak terkebelakang mental, dan 
terpeliharanya keasr ian lingkungan, 
berfungsinya nilai dan norma penapis 
budaya asing yang tidak relevan. Tidak 
juga terguncang dengan resesi ekonomi 
nasional dan dunia atas kemandirian dalam 
mengelala sumberdaya kehidupan lokal. 

2. Sumberdaya (Resources)
Sumberdaya adalah kekuatan (power ), ·

potensi (kecambah bagi pertumbuhan dan 
perkebangan) yang bisa dimanfaatkan 
dalam menangani permasalahan yang 
sedang dihadapi masyarakat. Potensi itu 
melipu ti: sumber daya alam ( na tural 
resources); sumberdaya manusia ( human 
resources), sumberdaya kelembagaan (insti- 
tutional resources) baik formal (resmi) 
maupun non formal (tradisional). 

3. Modal  Sosial  ( Sosial  capital)
Dalam sejumlah literature ilmu sosial,

modal sosial (sosial capital ) memiliki banyak 
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pengertian. Seragaldin dan Grottaert (1999) 
memproposisikan: "Sosial capital generall y 
revers to the set of norm, networks, and organi- 
zation through which people gain access topower 
and resources that are instrumental is anabling 
decision making and policy formulation" . Di 
samping itu Fukuyama (2000) menekankan 
pengertian sosial capital sebagai 
seperangkat nilai-nilai internal atau norma- 
norma yang disebarkan diantara anggota- 
anggota suatu kelompok yang mengizinkan 
mereka untuk bekerjasama antara satu 
dengan yang lainnya. Ditekankannya 
prasyarat utama dalam sosial capital adalah 
kepercayaan ( trust), kejujuran (honeshJ ), dan 
keuntungan timbal balik ( reciprocit y ). 
Sementara itu world bank (1999) 
menekankan "sosial capital refers to institu- 
tions, relationshi p and norms that shape the qual- 
ity of society's interaction". Berarti kata kunci 
dalam modal sosial adalah: saling percaya, 
keju jur an, dan timbal balik serta 
kehangatan interaksi menjadi acuan untuk 
menganalisis keberhasilan WKSBM dalam 
menghid upkan serta member dayak an 
puskesos dalam menguatkan kehidupan 
masyarakat. 

4.  Daerah tertingga]Jterpencil (Remote
area/ backward/underdevelo p district)
Suatu daerah atau desa dikategorikan

tertinggal, karena ciri (1) Secara geografis, 
relatif sulit dijangkau karena letaknya yang 
jauh di pedalaman, perbu kita n/ pegu- 
nungan, kepulauan, pesisir, dan pulau- 
pulau ter pencil atau karena faktor 
geomorfologis lainnya sehingga sulit 
dijangkau oleh jaringan baik transportasi 
maupun media komuniukasi; (2) dari sisi 
sumberdaya alam, tidak rnemiliki potensi, 
atau memiliki sumberdaya alam besar 
namun lingkungan sekitarnya merupakan 
daerah yang dilindungi atau tidak dapat 
dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat 
eksploitasi sum berdaya alam ya n g 
berlebihan; (3) dari sisi sumberdaya 
manusia, umumnya masyarakat di daerah 
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tertinggal, tingkat pendidikan, penge- 
tahuan, dan ketrampilannya relatif rendah 
serta kelembagaan adat yang belu m 
berkembang; (4) keterbatasan prasarana 
dan sarana, transportasi, air bersih, irigasi, 
kesehatan, pendidikan, dan pelayanan 
lainnya yang menyebabkan kesulitan untuk 
melakukan aktivitas ekonomi dan sosial; (5) 
seringnya (suatu daerah) mengalami 
bencana alam dan konflik sosial yang 
berakiba t terganggunya kegia tan 
pembangunan sosial dan ekonomi; dan (6) 
suatu daerah menjadi ter tinggal 
disebabkan oleh beberapa kebijakan yang 
tidak tepat seperti kurang mernihak pada 
pembangunan daerah tertinggal, kesalahan 
pendekatan dan prioritas pernbangunan, 
serta tidak melibatkan kelembagaan 
masyarakat adat dalam perencanaan dan 
pembangu nan (Direktor at Kawasan 
Khusus Dan Daerah Tertinggal, Bappenas, 
2006). 

Pengembangan daerah ter tinggal 
perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan 
karakteristik masing-rnasing . Setidaknya 
dapat dilakukan melalu i strategi; (1) 
pengembangan ekonomi lokal, yang 
diarahkan untuk mengembangkan ekonomi 
daaerah tertinggal dengan didasarkan 
pada pendayagunaan potensi sumberdaya 
lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya 
kelarnbagaan, serta sumberdaya fisik) yang 
dimiliki masing-ma isng d aerah, oleh 
pemerinta h dan masya rak at, melal u i 
pemerintah daerah maupun kelompok- 
kelom pok kelembagaan berbasis 
masyarakat yang ada; (2) pemberdayaan 
masya ra k at yang diarahkan untu k 
meningkatkan kemampuan masyarakat 
untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, 
budaya ekonomi dan politik; (3) perluasan 
kesernpatan, strategi ini diarahkan untuk 
membuka keterisolasian daerah tertinggal 
agar mem punyai keterkaitan dengan 
daerah maju; (4) peningkatan kapasitas, 
strategi ini diarahkan untuk meningkatkan 
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kapasitas kelembagaan dan sumberdaya 
manusia pemerintahan dan masyarakat di 
daerah tertinggal; dan (5) peningkatan 
mitigasi, rehabilitasi, strategi ini diarahkan 
untuk mengurangi resiko dan memulihkan 
dampak kerusakan yang diakibatkan oleh 
konflik dan bencana alam serta berbagai 
aspek dalam wilayah perbatasan 
(Direktorat Kawasan Khusus Dan Daerah 
Tertinggal, Bappenas, 2006). 

Pembangunan daerah tertinggal tidak 
hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek 
sosial, budaya dan keamanan (bahkan 
menyangku t hubungan antara daerah 
tertinggal dengan daerah maju). Disamping 
itu kesejahteraan kelompok masyarakat 
yang hidu p di daerah ter tingga l 
memerlukan perhatian dan keberpihakan 
yang besar dari pemerintah. 

Dalam Rencana Pembangunan: Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2004-2009 salah 
satu visinya adalah mewujudkan pere- 
konomian yang mampu menyediakan 
kesempatan kerja dan penghidupan yang 
layak serta memberikan fondasi  yang 
kokoh berkelanjutan. Sebagai upaya untuk 
mewujudkan hal tersebut di atas, maka 
ditetapkan agenda pembangunan untuk 
meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indo- 
nesia dengan priprotas'S (lima) sasaran 
pokok yakni: (a) menu ru nkan jumlah 
penduduk miskin dari 16,6% pada tahun 
2004 menjadi 8,2% pada tahun 2009 dan 
terciptanya lapangan kerja yang mampu 
mengurangi pengangguran terbuka dari 
9,5% pada tahun 2003 menjadi 5,1% pada 
tahun 2009; (b) berkurangny a kesenjangan 
antar wilayah; (c) meningkatnya kualitas 
manusia secara menyelur uh; (d) 
membaiknya mutu lingkungan hidup dan 
pengelolaan sumberdaya alam yang 
mengarah        pad a       pengar usu tamaan 
( mainstreaming) prinsip pembang unan 
berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang 
pembangu nan; dan (e) membaik nya 
infrastruktur (RPJM Nasional 2004-2009). 
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5. Renstra Depsos RI 2004-2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial
Departemen Sosial menja baraka n

RPJ M 2004-2009 kedala m Kepu tusan 
Menteri Sosial RI No. 102/ HUK/ 2005 
tentang Rencana Strategi Pembangunan 
Kesejahteraan Sosial 2004-2006 Departemen 
Sosial RI. Tujuan disusunnya Rencana 
Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial 
adalah untuk mewujudkan keadilan sosial 
bagi seluruh r akyat Indonesia sebagai 
amanat UUD 1945 dengan memenuhi hak 
setiap warga negara untuk memperoleh 
taraf kesejahteraan sosial yang sebaik- 
baiknya (Renstra Pembang unan 
Kesejahateraan Sosial 2004-2009; 2007) 

Fokus masalah sosial yang menjadi 
prioritas Depar teman Sosial ad alah 
kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, 
ketunaan, keterpencilan/ ketertinggalan, 
akibat bencana alam dan bencana sosial. 
Adapun hasil pembangunan kesejahteraqan 
sosial selama 2001-2004, menunjukkan 
bahwa Departemen telah mam pu: (1) 
menyelenggarakan komunikasi, informasi, 
edukasi dan advokasi mengenai kesetaraan 
dan keadilan gender, pengkajian kebijakan 
pembangu nan masalah gender;   (2) 
pem berdayaan perempuan di daerah 
melalui bantuan teknis dan peningkatan 
keterampilan serta pengembanga n 
kapasitas kelom pok Usa ha Bersama 
Ekonomi (KU BE) bagi wanita ra wan 
ekonomi. 

Sedang tantangan permasala han 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 
2008-2009 meliputi: (1) Integrasi 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan 
pembangunan lainnya; (2) Pelayanan Sosial 
dengan prioritas pada pemenuhan 
kebutuhan dasar (basic need) dan prioritas 
pada masalah (problem) melalu i 
pendekatan selektivitas; (3) pelayanan 
pengem bangan ( Development Se rvice); 
Pendeka tan   desentralistik   sesuai  UU 
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Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 
Tahun 2004 (bottom up, dimana provider 
berperan sebagai fasilitator, pengembangan 
pelayanan sosial dengan mengandalkan 
modal sosial "sosial capital" dari potensi 
masyarakat). 

Sejak tahu n 2005 perkem banga n 
jumlah pend uduk miskin di Indonesia 
cenderu ng berkembang pesa t, salah 
satunya disebabkan terjadinya bancana 
alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir 
dan angin puting beliung). Oleh karena itu 
sebagai upaya pengembangan pelayanan 
sosial di daerah rawan bencana dengan 
mengandalkan modal sosialjsicial capital 
ma ka Departemen Sosial RI perlu 
menyusun suatu Standar pelayanan Sosial 
Minimal (SPSM) terhadap korban bencana 
alam dengan prioritas pada pemenuhan 
kebutuhan dasar (basic need) dan prioritas 
pada pemecahan masalah (problem solving) 
melalu i pendek atan partisipatif dan 
selektivitas. 

Penyusunan Standar Pelayanan Mini- 
mal dalam pengelolaan bencana alam (di- 
saster management) sesuai dengan tahapan 
Surat Keputusan Direktora t Jenderal 
Bantuan dan Jaminan Sosial No.57/ BJS/ 
2003 tentang "Pedoman Umu m Pelak- 
sanaan Progra m Bidang Bantuan dan 
Jaminan Sosial", yaitu (1) Kesiapsiagaan 
dan Mitigasi; (2) Tanggap Darurat Bencana 
Alam; (3) Rehabilitas Bencana Alam; (4) 
Resosialisasi dan Rujukan Karban Bencana 
Alam melalui penelitian secara multiyears 
dengan tahapan penelitian sebagai berikut: 
Tahun I Kajian tentang Pemetaan Masalah 
Bencana Alam di Daerah Rawan Bencana 
A lam, Tahun II Penyusunan Konsep 
"Model Pemberdayaan di Daerah Rawan 
Bencana"; Tahun III Uji coba Konsep Model 
Pemberdayaan di Daerah Rawan Bencana; 
Tahun IV Replikasi Model pemberdayaan 
di Daerah Rawan Bencana. 
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Sebagai awal penyusunan " Standar 
pelayanan Minimal di Daerah Rawan 
Bencana" maka peneliti Puslitbang kessos 
u ntuk tahu n 2009 akan mela ksa ka n 
pemetaa n ten ta ng: (1) perm asalahan 
kesejahteraan sosial d i daerah rawa n 
bencan; (2) kebu tuhan pelayanan bagi 
korban bencana dan (3) potensi sosial dan 
alam yang dapat didayaguna kan un tu k 
penanganan bencana ( disaster management) . 
Hasil yang diharapkan dari penelitiannya 
adalah: 

1. Peta permasalahan sosial yang
berkaitan penanganan bencana alam
(tahapan kesiapsiagaan, tanggap
darurat, rehabilitasi dan resosialisasi)

2. Peta kebutuhan pelayanan bagi korban
bencan alam (tahapan kesiapsiagaan,
tanggap darurat, reha bilisasi dan
resosialisasi)

3. Potensi sosial dan alam (tahapan
kesipsiagaan, tanggap daru r at,
rehabilisasi dan resosialisasi)
Dari deskripsi besar RPJM Tahun 2002-

2009 tersebu t dan Renstra Depsos, 
sebahagian relevan menjadi bahan penting 
ba gi WKWSBM d alam menggerakkan 
hingga pem berdayaan Puskesos dalam 
Desa-Desa terkait sehingga teru ku r 
hasilnya dan sejalan dengan visi, misi, 
tujuan dan program Depsos RI. Sekarang 
Dalam Pemerintahan Presiden SBY dan 
Kabinet Indonesia Bersatu II Priode Tahun 
2009 - 2014, WKSBM harus lebih 
memperkuat jaringannya dengan pranata- 
pranata sosial ba ik mu rni bentu kan 
masyara ka t mau pun semi ben tukan 
pemerintah. Kem ud ian mendi rikan 
Puskesos sebagai sanggar dan pilar utama 
dari WKSBM mencari, mendapatkan, serta 
mendistribusikan program kegiatan yang 
relevan bagi pranata-paranata anggota 
penyangga WKSBM dan program besar 
yang dilaksanakan sendiri oleh WKSBM 
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sebagai pranata terbesar dari semua 
pranata yang ada di desa atau kelurahan. 
Dengan demikian pelbagai permasalahan 
ya ng harus dipecahkan dan inovasi 
pembangunan dari kalangan ilmuan, 
pemerintah atau lembaga swadaya 
masyarakat akan mudah terserap oleh 
warga desa sehingga memperkuat keta- 
hanan masyarakat terkait. 

Ill. PERSPEKTIF PUSKESOS DI 
DESA/KELURAHAN 
Sebagaimana kita fahami, bahwa Pusat 

kesejahteraan sosial (Puskesos) adalah 
semacam Sanggar Besar sentra Kegiatan 
dari Wahama Kesejahteraan Sosial Berbasis 
Masyarakat (WKSBM) yang dipusatkan di 
kelurahan atau desa yang berfungsi 
saebagai penguatan pranata-pranata yang 
telah ada. 

Pengertian pranata sudah dikonsepsi- 
kan melalui Keputusan Menteri Sosial 
Republik Indonesia Nomor: 12/HUK/ 2006 
sbb: Pranata sosial adalah suatu sistem nilai 
dan norma yang mengatur tata hubungan 
sosial daolam kehid upan masya rakat. 
Pranata sosial berfungsi sebagai pedoman 
bersikap dan bertingkahlaku menghadapi 
permasalahan kehidupan dalam masya- 
rakat, menjaga keutuhan masyarakat 
(integrasi), sebagai  kontrol sosial. 

Sesungguhnya difinisi konsep ini 
sudah benar, hanya ada sedikit keting- 
galannya yaitu tidak mencantumkan 
wahana yang jadi sentra acuan dinamika 
keberlangsungan aktivitas warga masya- 
r akat memerankan nilai dan norma 
tersebut yaitu keorganisasian sosial. Karena 
itu penulis menawarkan definisi konsep 
pranata itu sebagai berikut: Pranata sosial 
merupakan sistem nilai dann norma yang 
berwujud pada pendirian organisasi sosial 
sebagai sentra warga masyarakat 
memerankan hak dan kewajiban masing- 
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masing ketika mengimplementasikan nilai 
dan norma tersebut sebagai acuan 
kehidupan bersama memenuhi kebutuhan 
mencapai kesejah-teraan. 

Tujuan pendirian WKSBM dengan 
sanggar besarnya Puskesos adalah agar 
pranata-pranata yang terdapat di masya- 
rakat seperti Karang Taruna, PKK, 
Kelompok Pengajian, dan lain-lain, di 
samping memiliki program masing-masing 
juga mempunyai kegiatan bersama lintas 
pranata yang ada, ketika terhimpun dalam 
kegiatan WKSBM yang diaktualisasikan 
dan didistribuasikan pada Puskesos. Hal ini 
mencerminkan komunikasi antar kelompok 
aktivitas sosial warga menjadi akrab, 
hangat, harmonis, dan efektif yang dimulai 
dari idea utopis melangkah ke aktualitas. 

IV. PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN
Tadi sudah disinggu ng, ba hwa

kelembagaan masyarakat di desa cukup 
banyak. Ada yang bentukan atas 
bimbingan pemerintah seperti PKK, Karang 
Taruna, Posyandu, dan ada pula yang 
didirikan sesuai kebutuhan masyarakat 
dalam menghadapi masalah keseharianan 
mereka seperti Kelompok Yasinan, 
Perkumpulan Fardhu Kifayah, dan 
Siskamling. Kelembagaan-kelembag aan ini 
tentu akan terus kuat dan berkembang, 
apabila WKSBM terus dapat merapat 
kepada mitra kerja baik ke tingkat 
kecamatan, kabupaten/ kota, bahkan ke 
provinsi serta ke dinas-dinas lintas 
departemen yang dapat kontinyu mem- 
bimbing, membantu kegiatan, menopang 
dana, bantuan permodalan serta advokasi 
hak dan kewajiban anggota puskses yang 
terorganisir dalam WKSBM. 

Pranata sosial asli lokal dan pranata 
yang difasilitasi pemerintah inilah yang 
mendukung  atau  sebagai keperengkatan 
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penyangga terbentu knya WKSBM dan 
sekaligus ya ng akan mengisi wada h 
Puskesos ke depan. Dengan demikian perlu 
dalam pengembangan program WKSBM 
dan Puskesos menghidupsuburkan juga 
kelembagaan-kelembagaan atau pranata 
tersebu t pada PJPM 2010-2014 ke depan. 

V. TEHNIK MENGGERAKAN
PUSKESOS
Teknik-teknik yang perlu dilaksana- 

kan dalam menggerakkan Puskesos, 
adalah: 

1. Motivasi, bimbing dan fasilitasi
Keperangkatan Pelayanan Sosial untuk
mengirim kan wakil-wakil mereka
duduk membentuk WKSBM

2. Motivasi, bim bing dan fasilitasi
WKSBM  melahirkan Puskesos

3. Motivasi, bimbing d an fasilitasi
Puskesos melakukan Need Assesment
dan melahirkan Program serta
mewujudkan pelbagai kegiatan terkait
kesejahteraan sosial

4. Sama-sama dalam menentu ka n
Standar Monitoring dan Evaluasi atas
proses dan hasil kegiatan WKSBM dan
Puskesosnya terkait ketahanan sosial

5. Metode dan Tehnik Fok us Group Dis- 
cussion (Diskusi Kelompok Terfokus)
masih lebih terjarnin hasilnya daripada
penawaran pernikiran para ahli yang
tidak  diaharni  masyarakat WKSBM.

6. Prograrn-Proram yang ditujukan ke
masyaraka t yang tidak terkait
langsung dengan Program WKSBM
dan Puskesosnya narnun karena
adanya keaktian WKSBM di wilayah
tersebut, perlu diinformasikan kepada
WKSBM sehingga rnereka  memahami
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adanya kegunaan WKSBM dan 
Puskeos di wilayah tersebut. 

7. Mernbangun Sirnpatik Keperangkatan
Pelayanan Sosial, WKSBM dan
Puskesos Kepada Aparat  Pemerintah
(a) bangun komunikasi yang hangat
dan terbuka secara wajar, (b)
membantu solusi atas kesulitan yang
dihadapi rnereka, (c) tunju ka n
kejujuran yang tinggi dalam menga- 
yomi mereka, (d) bijak dalam
mengkritik dan menawarkan sesuatu
dan (e) sabar dan taktis dalam hadapi
ketimpangan serta penyimpangan

VI. KEBERHASILAN  WKSBM
Ciri-ciri keberhasilan WKSBM dalam

membangun  masyarakat  desa/ kelurahan 

1. WKSBM melahirkan program dan
kegiatan yang terkait dengan pengem- 
bangan kegiatan dan program dari
seluruh keperangka tan pelayanan
sosial yang terdapa t di masyarakat
tersebut;

2. WKSBM dapat mewujudkan sejumlah
program besar atau prestisi us
(bergengsi) yang diselenggara kan
oleh Puskesos

3. WKSBM semakin rnengera t ka n
jaringan hu bungan antar Keperang- 
katan Pelayanan Sosial yang terdapat
dalam masyarakat

4. Terdapat pengayaan warga anggota
dari masing-masing keperangka tan
pelayanan sosial di bida ng sosal,
ekonomi, agarna, komunikasi, dll.

5. Lam ba tla un berangsur ketergan- 
tungan WKSBM dan Puskesos kepada
Pemerintah dan LSM menjadi
berkurang berganti dengan keman- 
dirian usaha dan percaya diri sendiri.
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6. Terbuka kornunikai clengan clunia luar
clalarn pernenuhan pelbagai kebutuhan
WKSBM clan Puskesosnya clengan
tidak mengalami recluksi kemanclirian,
kepribadian serta adat istiaclat lokal
yang masih baik.

VII. KEBERHASILAN
PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN
WKSBM
Ciri-Ciri Keberhasilan Pemerintah

(Depsos dll) Dalam Mernbina WKSBM 
Mewujudkan Puskesos, adalah : 

1. Terclapatnya data yang lengkap
tentang rnasalah clan kemajuan
WKSBM dan Puskesos pada Perne- 
rintahan (Desa, Kecarnatan clan
Kabupaten)

2. Adanya program Pemerintah (Depsos
dll) yang terus rnenerus rnenjernbatani
kemajuan progr am clan kegia tan
WKSBM dan Puskesos

3. Terdapatnya koordinasi antara LSM
dengan pernerintah dalam mengem- 
bangan WKSBM dan Puskesosnya.

4. Terclapatnya keharmonian komunikasi
antara perangkat Pernerntahan, LSM
dan WKSBM clan Puskesosnya.

5. Aparat Pernerintah Dapat rnenjaga cliri
sehingga benar-benar program yang
semula ditujukannya untuk pengem- 
bangan WKSBM dan Puskesos tepat
sasaran atau ticlak disimpangkan.

6. Tanamkan clihati bahwa keberhasilan
WKSBM clan Puskesosnya aclalah ciri
keberhasilan Pemerintah menggerak-
kan  masyarakat  dernikian  sebaliknya.
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7. Sernakin terbuka hubungan clesa/
kelu rahan dengan clesa/ kelurahan
lainnya   atau   kecamatan   bahkan
k abupaten/ kota   atas    eksistensi
W KSBM clan Puskesosnya dan
terhindar dari kebablasan.

VIII. PENUTUP
Dengan keberhasilan Depsos clan

Pemcla seternpat mernbirnbing lahirnya 
WKSBM berperan menghiclupkan clan 
menggerakkan Puskesosnya clala m 
masyara kat khusysnya Desa atau 
kelurahan, akan menarnbah komponen 
ketahanan sosial dalarn masyarakat. 
Sebagai proposisi hipotesisnya "semakin 
utuh WKS BM dan Puskesos dalam meng- 
upa yakan d an mend istribisikan program 
terhadap anggotanya akan semakin kokoh 
ketahanan sosial masyarakat pedesaan terkait" 
Karena itu upaya menghid upk an dan 
mendinamisasi WKSBM clan Puskesos 
dalam penguatan kear ifan lokal serta 
rnengarahkan sejurnlah aktivitas program 
menanggulangi Penyanclang Masalah 
Kesejahteraan Sosial perlu clilakukan secara 
berkesinambungan clengan melibatkan 
sebanyak mungkin instansi clan lembaga 
terkait (stakeholder s) sebagai mitra. Semoga 
tulisan ini bermanfaat. 
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